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PENGUSAHAAN GAS BUMI PADA

KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan gas bumi, serta
percepatan pengembangan fasilitas dan penyaluran gas
bumi kepada konsumen, perlu mengubah Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan
Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas

Bumui;



Mengingat

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4996);



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 89) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 300);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas
Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 316});

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 569) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PENGUSAHAAN GAS BUMI PADA
KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUML

Pasal I
Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
169) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Kegiatan usaha pada Wilayah Jaringan Distribusi dan
Wilayah Niaga Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha
setelah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak
dan Gas Bumi, Hak Khusus pada Wilayah Jaringan
Distribusi, dan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
(2) Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan

Distribusi diberikan:

a. Wilayah Niaga Tertentu yang wilayahnya sama

dengan Wilayah Jaringan Distribusi; dan

b. alokasi Gas Bumi sesuai dengan perencanaan yang
diusulkan dalam dokumen lelang dan ketersediaan
pasokan Gas Bumi.

(3) Wilayah Niaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a diberikan secara eksklusif untuk jangka
waktu 30 (tiga puluh) tahun.



(4)

()

(6)

(7)

Eksklusivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dicabut dalam hal Badan Usaha pemegang Hak Khusus
Wilayah Jaringan Distribusi tidak memenuhi ketentuan
mengenai kewajiban sebagai pemegang Hak Khusus
dalam peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan
Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
mengutamakan pemanfaatan infrastruktur Penyimpanan
dan/atau Pengangkutan Gas Bumi yang telah ada.
Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, eksklusivitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan
wilayah tersebut terbuka kegiatan usaha niaganya bagi
Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan
Gas Bumi lainnya.

Konsumen Gas Bumi pada wilayah niaga yang telah
terbuka kegiatan usaha niaganya sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dipasok oleh 1 (satu) Badan Usaha
pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.

Dalam hal pasckan Gas Bumi untuk Konsumen Gas
Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum
terpenuhi dan/atau dalam rangka kestabilan pasokan,
Konsumen Gas Bumi tersebut dapat dipasok oleh lebih
dari 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga
Minyak dan Gas Bumi dari sumber Gas Bumi yang
berbeda.

Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menerapkan prinsip pemisahan (unbundling) minimal
pemisahan pencatatan akuntansi (accounting unbundling)
antara kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui
pipa dengan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa

pada Wilayah Jaringan Distribusi.



(10)

(11)

Dalam hal belum terdapat Badan Usaha pemegang Hak

Khusus Wilayah Jaringan Distribusi:

a.

Kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa dapat
dilakukan oleh Badan Usaha lain setelah
mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas
Bumi dari Menteri sepanjang wilayah yang dibangun
belum masuk dalam penetapan rencana lelang
Wilayah Jaringan Distribusi oleh Badan Pengatur

pada tahun berjalan; atau

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak
dan Gas Bumi dapat melakukan pengembangan
fasilitas dan menyalurkan Gas Bumi kepada
Konsumen Gas Bumi baru setelah melakukan
penyesuaian Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi
sampai dengan ditetapkannya Badan Usaha

pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi.

Dalam menerbitkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a,

Menteri dapat meminta pertimbangan dari Badan

Pengatur.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

tid.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 792

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERlAN ENERGI DAN SUMBER DAYA|MINERAL
; KéQala Biro Hukum,




